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SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR : SE. 01	 /Menhut-VI/BIKPHH/2012

TENTANG

Pelayanan Penerbitan Dokumen SKSKB Terhadap Izin Pemanfaatan Kayu Non HTI Yang
Belum Melunasi Penggantian Nilai Tegakan Untuk LHP-KB dan LHP-KBK Yang Disahkan

Pada Periode Tanggal 6 Maret 2012 sampai dengan Tanggal 24 April 2012

1. Umum :
Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-
DAG/PER/3/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan
Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan, yang berlaku sejak tanggal 6 Maret
2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012, nilai harga patokan kayu bulat yang
ditetapkan sangat tinggi, dan telah menimbulkan stagnasi pembayaran supplisi PNT atas
produksi kayu IPK yang disahkan LHP-nya pada periode 6 Maret 2012 sampai dengan
tanggal 24 April 2012.
Untuk itu, perlu ada kebijakan pemberian pelayanan penerbitan dokumen SKSKB
terhadap kayu IPK yang disahkan LHP-nya pada periode tanggal 6 Maret 2012 sampai
dengan tanggal 24 April 2012.

2 Maksud dan Tujuan :
Maksud pemberian pelayanan dokumen SKSKB terhadap Izin Pemanfaatan Kayu Non
HTI Untuk LHP-KB dan LHP-KBK Yang Disahkan Pada Periode Tanggal 6 Maret 2012
sampai dengan Tanggal 24 April 2012 adalah dalam rangka untuk mengoptimalisasikan
Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Kehutanan.
Tujuannya adalah untuk menghindari timbulnya potensi kerugian negara sebagai akibat
adanya stagnasi kemampuan pembayaran pungutan Pengantian Nilai Tegakan (PNT)
oleh Wajib Bayar Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu Non HTI atas produksi Kayu Bulat
(KB) dan Kayu Bulat Kecil (KBK) untuk LHP-KB dan LHP-KBK yang disahkan pada periode
tanggal 6 Maret 2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012.

3. Ruang lingkup :
Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan;
Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan;
Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (P2SKSKB).



4. Dasar :
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata
Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH
dan Dana Reboisasi (DR);
Peraturan Menteri Kehutanan No P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan
Kayu.

Dalam rangka untuk menyelesaikan pembayaran pungutan Penggantian Nilai Tegakan
(PNT) oleh Wajib Bayar Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu Non HTI atas produksi Kayu
Bulat (KB) dan Kayu Bulat Kecil (KBK) untuk LHP-KB dan LHP-KBK yang disahkan pada
periode tanggal 6 Maret 2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012, disampaikan sebagai
berikut :

1. Diminta kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan, Kepala Dinas
Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan, Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan
Hutan Produksi, dan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (P2SKSKB) agar:

a. Memberikan pelayanan penerbitan dokumen SKSKB terhadap Wajib Bayar yang belum
melunasi PNT atas LHP-KB dan LHP-KBK pada periode sebagaimana tersebut di atas,
dengan ketentuan sebagai berikut :

Terhadap kewajiban pembayaran PSDH dan DR, Wajib Bayar diwajibkan melunasi
seluruh tagihan PSDH dan DR atas kayu bulat atas LHP-KB dan LHP-KBK yang
disahkan pada periode tanggal 6 Maret 2012 s.d. tanggal 24 April 2012;

Terhadap kewajiban pembayaran PNT, Wajib Bayar diharuskan:

Membuat Surat Pernyataan yang dibuat dihadapan notaris, yang berisi
pernyataan pengakuan hutang PNT atas seluruh hasil hutan kayu yang telah di-
LHP-kan, dan kesanggupan melunasi hutang PNT, serta bersedia untuk
dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan belum
melunasi hutang PNT;

Melampirkan jaminan bank garansi sebesar 3/12 (tiga per dua belas) dari
taksiran volume tegakan IPK, sebagai jaminan pelunasan hutang PNT;

c) Surat Pernyataan Pengakuan Hutang dan jaminan bank garansi sebagaimana
dimaksud dalam huruf a) dan huruf b) di atas, disampaikan kepada pejabat
pemberi Izin Pemanfaatan Kayu;

b. Pelunasan hutang PNT atas seluruh kayu bulat yang telah di-LHP-kan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas, dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari
kerja sejak diterbitkannya SKSKB yang pertama, dan dapat dilakukan dengan cara
diangsur paling banyak 5 (lima) kali angsuran masing-masing sebesar 20 % (dua
puluh persen) dari seluruh jumlah PNT yang terhutang dalam waktu paling lama 60
(enam puluh) hari;

Pelayanan penerbitan dokumen SKSKB untuk pengangkutan kayu bulat periode
selanjutnya dapat diberikan kembali, apabila Wajib Bayar telah menyampaikan bukti
setor PNT paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari seluruh jumlah PNT yang
terhutang;

Dalam hal sebelum 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterbitkannya dokumen SKSKB
yang pertama, Wajib Bayar telah melunasi seluruh PNT yang terhutang, maka
terhadap Wajib Bayar yang bersangkutan dapat diberikan pelayanan penerbitan
dokumen SKSKB; c4.
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Dalam hal sebelum 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterbitkannya dokumen SKSKB
yang pertama, stock kayu bulat yang dikenakan PNT atas dasar LHP-KB dan LHP-KBK
yang disahkan pada periode tanggal 6 Maret 2012 s.d. tanggal 24 April 2012 telah
habis, maka Wajib Bayar yang bersangkutan wajib melunasi seluruh PNT yang
terhutang sebelum diterbitkan SKSKB yang terakhir;

Dalam hal Wajib Bayar sebagaimana dimaksud huruf e, tidak melunasi PNT yang
terhutang, maka pejabat pemberi IPK mencairkan bank garansi secara sepihak
sejumlah nilai PNT yang terhutang;

g. Dalam hal setelah 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterbitkannya dokumen SKSKB
yang pertama, Wajib Bayar belum melunasi seluruh ataupun sebagian PNT yang
terhutang, maka terhadap Wajib Bayar yang bersangkutan tidak dapat diberikan
pelayanan penerbitan dokumen SKSKB sampai dengan Wajib Bayar yang
bersangkutan melunasi PNT yang terhutang, dan pejabat pemberi IPK mencairkan
bank garansi secara sepihak sejumlah nilai PNT yang terhutang.

2. Dengan terbitnya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Nomor SE.4/VI-BIKPHH/2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Penghentian
Pelayanan Penerbitan SKSKB Bagi Pemegang Izin Peruntukan dan Pemanfaatan Kawasan
Hutan yang Memiliki Tunggakan PSDH, DR, dan PNT, tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Surat Edaran ini.

Demikian, untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Juli 2012

a.n. Menteri Kehutanan,
Plt. Direktur Jenderal
Bina Usaha Kehutanan,

Tembusan:
Gubernur di seluruh Indonesia;
Bupati di seluruh Indonesia;

3. Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia.
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